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Menjelang pengujung 2008 ini dunia kejahatan tidak saja dihiasi penjahat-penjahat dewasa seperti
pembunuh dan koruptor, tetapi juga terlihat crime trend telah merambah dunia anak-anak dan remaja.
Kasus geng motor, geng perempuan, menunjukkan kecenderungan pelaku kejahatan mulai melibatkan
anak-anak dan remaja.

Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks
penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja masih diperdebatkan apakah sistem
peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah secara musyawarah (out of court
settlement) tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang lebih dominan walaupun dalam
sistem hukum pidana positif kita, penyelesaian perkara pidana tidak mengenal musyawarah.

Betapa rentan dan lemahnya anak-anak atau remaja yang melakukan kejahatan dapat dilihat dari bunyi
pasal 45 KUHP. KUHP kita tidak memberi ruang sedikit pun untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan
yang dilakukan anak selain melalui sistem peradilan pidana yang sering dikatakan selalu memberikan
penderitaan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya khususnya pelaku kejahatan baik pelaku
dewasa maupun pelaku anak-anak dan remaja.

Peradilan pidana bagi anak-anak pelaku kejahatan mempunyai dua sisi yang berbeda, di satu sisi
sebagaimana diakui konvensi anak-anak, bahwa anak-anak perlu perlindungan khusus. Di sisi lain,
"penjahat anak-anak" ini berhadapan dengan posisi masyarakat yang merasa terganggu akibat perilaku
jahat dari anak-anak dan remaja tersebut. Kemudian juga anak-anak dan remaja ini akan berhadapan
dengan aparat penegak hukum yang secara sempit hanya bertugas melaksanakan undang-undang
sehingga pelanggaran dan tata cara perlindungan terhadap pelaku anak, rentan terjadi.

Sebetulnya perhatian kita terhadap perlindungan anak-anak dan remaja pelaku kejahatan harus semakin
meningkat. Dunia internasional pun sejak 1924 dalam deklarasi hak-hak anak kemudian diperbarui
1948 dalam deklarasi hak asasi manusia dan mencapai puncaknya dalam Deklarasi Hak anak
(Declaration on The Rights of Child) 1958 menegaskan karena alasan fisik dan mental serta
kematangan anak-anak, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk
perlindungan hukum.

Manakala anak-anak dan remaja pelaku kejahatan tersebut bersentuhan dengan sistem peradilan pidana,
masyarakat meyakini bahwa mereka sedang belajar di akademi penjahat. Hasil yang dikeluarkan oleh
sistem peradilan pidana hanya akan menghasilkan penjahat-penjahat baru.

Kegetiran ataupun masalah-masalah yang dihadapi anak delikuen dalam menghadapi sistem peradilan
pidana tentu harus ada perhatian dan penyelesaian yang baik, namun kita juga tidak perlu mengabaikan
terlaksana hukum dan keadilan, sebab peradilan menunjukkan kepada kita bahwa penyelesaian melalui
pengadilan dilakukan secara benar (due process of law) demi kepentingan pelaku anak-anak dan remaja
serta masyarakat di lain pihak.

Satu hal penting dalam peradilan anak adalah segala aktivitas harus dilakukan atau didasarkan prinsip
demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak itu sendiri tanpa mengorbankan kepentingan
masyarakat mengingat setiap perkara pidana yang diputus pengadilan tujuannya adalah demi
kepentingan publik. Akan tetapi, kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan
masyarakat

Dalam dunia akademis penanganan delikuensi anak selalu terfokus kepada usaha penal dengan cara
menggunakan hukum pidana dan usaha nonpenal yang lebih mengedepankan usaha-usaha di luar
penggunaan hukum pidana (preventif). Pendekatannya lebih mengedepankan pendekatan khusus



dengan alasan pertama bahwa anak yang melakukan kejahatan jangan dipandang sebagai seorang
penjahat, tetapi harus dipandang sebagai anak yang memerlukan kasih sayang. Kedua, kalaupun akan
dilakukan pendekatan yuridis hendaknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, serta
psikologi. Pendekatan penegakan hukum sejauh mungkin dihindari karena akan menjatuhkan mental
dan semangat anak tersebut untuk kembali ke jalan yang benar. Ketiga, tata cara peradilan pidana
kalaupun akan dilakukan haruslah benar-benar mencerminkan peradilan yang dapat memberikan kasih
sayang kepada anak-anak dan remaja tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak-anak dan remaja yang melakukan tindak pidana telah diberikan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di samping instrumen hukum
internasional berupa konvensi-konvensi yang dikeluarkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
seperti Beijing Rules. akan tetapi, secara subtansi masih terlihat bahwa UU tentang Pengadilan Anak
ini masih mengedepankan penggunaan sanksi pidana baik pidana badan maupun pidana lainnya
sehingga apa yang diharapkan kepada tindakan persuasif dan edukatif belum terlihat.

Dalam pengadilan anak semestinya dikembangkan konsep-konsep seperti famili model dalam sistem
peradilan pidana, pelaku kejahatan apalagi anak-anak diperlakukan sebagai sebuah anggota keluarga
yang tersesat dalam mengarungi kehidupan sehingga penyelesaiannya lebih mengedepankan
memberikan kesempatan dan membimbing pelaku kejahatan supaya kembali lagi kepada kehidupan
yang sejalan dengan norma masyarakat dan norma hukum.

Tidak kalah pentingnya dalam penanganan anak-anak delikuen apabila menggunakan sarana penal
melalui sistem peradilan pidana adalah kesempatan menggunakan penasihat hukum atau access to legal
council. Di samping hak-hak lain yang harus dibedakan dengan pelaku dewasa. Kesempatan anak-anak
pelaku kejahatan menghubungi keluarganya harus dibuka lebar-lebar oleh polisi, jaksa, maupun
pengadilan mengingat seluruh subsistem peradilan pidana ini pun mempunyai kewajiban memikirkan
nasib anak-anak dan remaja pelaku kejahatan ini baik ketika menjalani hukuman maupun setelah keluar
dari lembaga pemasyarakatan.

Sebetulnya, ruang pengadilan yang ada sekarang ini tidak kondusif bagi peradilan pidana terhadap
anak-anak delikuen. Harus diciptakan suasana ruang pengadilan yang betul-betul mencerminkan
perlindungan hukum, perlindungan mental, dan suasana kasih sayang terhadap anak-anak dan remaja
pelaku kejahatan sehingga kejadian terdakwa yang anak-anak menangis di pengadilan tidak terulang
lagi. Pengadilan harus bisa menciptakan atau memutuskan perkara-perkara yang melibatkan anak-anak
dan remaja ke arah putusan yang menjadikan pelaku anak itu menjadi baik serta menjamin hak-hak
masyarakat tidak terabaikan. ***
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